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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus posisi dalam hak 

pekerja PHK Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-

PHI/2022 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta menganalisis Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif, dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis dan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara 

sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan 

masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian 

Hukum dalam hak pekerja PHK menurut Putusan Nomor 206/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN Bdg Menurut teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan 

oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta, yaitu bahwa 

kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan harus Tersedia aturan-

aturan hukum yang jelas Kepastian Hukum dalam hak pekerja PHK menurut 

Putusan MA Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yaitu jernih, konsisten dan mudah 

diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara, untuk itu 

sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian 

hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur tentang apa saja 

keadaan dan bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 151 

UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha 

semaksimal mungkin menghindari PHK. Ditarik kesimpulan dalam Putusan MA 

Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Hakim mengambil keputusan terhadap besaran 

jumlah uang pesangon, uang penghargaan, uang penggatian hak telah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 

156, akan tetapi hakim tidak memperhitungkan total waktu proses hukum dalam 

kasus ini terhadap besaran uang proses berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor Kep.150/Men/2000 Tahun 2000, pada Pasal 16 Ayat (1) demi 

menjamin keberlangsungan hidup pekerja yang sedang mengalami perselisihan 

hubungan industrial. 

 

Kata kunci : Kepastian Hukum, Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the case regarding the position of the 

rights of workers who were terminated based on Supreme Court Decision 

Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Sus-PHI/2022 is reviewed from Law Number 

13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law Number 2 of 2004 

concerning Industrial Relations Dispute Resolution, as well as analyzing the 

Settlement of Industrial Relations Disputes Based on Supreme Court Decision 

Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. The approach method used in this research is 

normative juridical, with the type of legal material in the form of primary, 

secondary, and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is 

qualitative analysis, namely data obtained and arranged systematically and then 

analyzed qualitatively in order to obtain clarity of the problems to be discussed. 

According to the theory of legal certainty as stated by Jan M. Otto as quoted by 

B. Arief Sidharta, that legal certainty in certain situations requires the 

availability of clear legal rules Legal certainty in the rights of laid-off workers 

according to Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt. For this reason, as 

stated by Jan M. Otto, legal certainty can be achieved if the substance of the law 

is in accordance with the needs of society. Basically, Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Industrial 

Relations Dispute Resolution have regulated what and how the mechanism for 

terminating employment. Article 151 of the Labor Law explains that workers and 

employers must make every effort to avoid layoffs. The conclusion drawn in 

Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 The judge gave a 

decision regarding the amount of severance pay, award money, and 

compensation money in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning 

Manpower Article 156, but the judge did not take into account the amount of time 

of legal proceedings in this case against the amount of process money based on 

the Decree of the Minister of Manpower Number Kep. Kep.150/Men/2000 of 

2000, in Article 16 Paragraph (1) to ensure the survival of workers experiencing 

industrial relations disputes. 
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